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PENUNJUKAN PB'ABAT PENGADAAI{ DOKUMEN
PADA SEKREIARIAT DATRATI KABUPATEN I{ALMAHERA BARAT

TA}IU$ 2425

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-
tugas sesuai dengan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kab.
Halmahera Barat yang pendanaannya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat,
maka dipandang perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Dokumen
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

b. ba-hwa pejabat yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap
mampu dan memenulri syarat untuk melaksanakan tugas dan

Mengingat : 1.

tanggung jawab dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimballgan sebagaimana dimalsud huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan Pejabat Pengadaan Dokumen pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2O25;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat ?ahun L957 tentang
Pembentukan Daeratr-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan ata,s

Undang-undang Nomor 46 Tahun L999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halrnahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota tidore Kepu}auan di Provinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentalg Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan
Negara;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2AA tentang Aparatur Sipil
Negara;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang Pemerintahan
Daerah;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

lO.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahrun 2A2A tentarg
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
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l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah it{omor 6 Tahun
2OLO tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat;

l3.Perat.uran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2A25 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
20'25"

14.Peraturan Bupati Haknahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor
10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

l5.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun '2025 tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2023

Surat Kepaia Bagian Urnum dan Perlengkapan Setda Kabupaten
Halmahera Barat Nomor : 800. 1.3.3/009 l'20'25 perihal
Permohonan Penerbitan SK KDH.

MEII{UTUSKAN :

Menunjuk Pejabat Pengadaan Dokumen pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini.
Pejabat Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu,
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap
berpedomair pada ketentuan perundang-undangart yarlg beriaku.
Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan
honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan
Daerah.
Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanla Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

-^l^ 
+^.^^-^l

lJar.ua LarlBBar

BUPATI

Tembusan; Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri l-lalam Negeri di .lakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ha-lmahera Barat di Jaiiolo,
5" Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.
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